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Rizal Abdurrahman. ANALISIS KEWENANGAN PERATURAN 
PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
Penelitian ini menganalisis dan mengkaji mengenai latar belakang serta 
batasan diberikannya kewenangan kepada Presiden dalam membentuk Peraturan 
Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, 
dengan pendekatan kesejarahan, pendekatan undang-undang dan pendekatan 
konseptual. Jenis data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden ada 
sebagai peraturan delegasi di Indonesia yang semakin dibutuhkan kehadirannya. 
Peraturan Presiden hanya dapat dibentuk dalam rangka (1) diperintahkan 
pembentukannya baik secara tegas (disebutkan bentuk dan lembaga) maupun 
tidak tegas (hanya disebutkan lembaga) oleh UU; (2) sebagai peraturan pelaksana 
atas Peraturan Pemerintah baik didelegasikan langsung atau menurut kebutuhan 
pengaturan lebih lanut; dan (3) sebagai peraturan otonom/mandiri dalam rangka 
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Bentuk Peraturan Presiden 
otonom/mandiri hanya dapat dibentuk bila (a) benar-benar bersifat teknis 
pemerintahan, dan (b) semata-mata untuk tujuan internal penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan dalam rangka menalankan ketentuan undang-undang 
dan peraturan pemerintah. Selain itu Peraturan Presiden juga dapat dibentuk 
sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang Baik. 





Rizal Abdurrahman. AN ANALYSIS OF AUTHORITY OF PRESIDENTIAL 
REGULATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF INDONESIA. Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
This legal research analyzes and examinesbackground and limitation of 
the Presidential power in the establishment of the Presidential Regulation 
according to contitution of 1945. This research is a normative research viewed 
from prescriptive characteristic by historic, statute and conceptual approach. The 
types of data collected include primary and secondary legal materials through 
library research. The data is analyzed by deductive method. 
The results indicates that the Presidential Regulation important in order to 
filled delegation arrangement. Presidential Regulation can only be established 
within the framework of (1) enjoined the establishment of both expressly 
(mentioned forms and institutions) as well as unambiguous (only mentioned 
institutions) by the Act; (2) as the implementing regulation on the Government 
Regulation either delegated directly or according to the needs of further 
regulation; and (3) as an autonomous regulation in order to organize the power 
of state government. The form of autonomous presidential regulation can only be 
established if (a) is really a technical, and (b) solely for the internal purpose of 
administration in order to enforce the provisions of the laws and regulations. In 
addition, Presidential Regulations may also be established to the extent of 
providing public benefit and in accordance with the Good Governance Principles. 
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